BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan
1. Pseudowetgeving atau peraturan kebijakan merupakan suatu produk hukum
yang tergolong dalam diskresi karena dibentuk oleh badan atau pejabat
penyelenggara pemerintahan berdasarkan dari kebebasan bertindak (freies
emmerssen). Serta dilihat dari bentuk dan ciri-cirinya, pseudowetgeving atau
peraturan kebijakan adalah keputusan (beshicking) namun dalam materi
muatannya adalah berbentuk peraturan, dan tidak sama dengan peraturan
perundang-undangan karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan demikian kedudukan dari pseudowetgeving atau peraturan kebijakan
masuk dalam diskresi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014. tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Berdasarkan dari kedudukan pseudowetgeving atau peraturan kebijakan yang
merupakan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, serta doktrin-doktrin yang mengatakan
mengenai pengujian dari pseudowetgeving atau peraturan kebijakan hanya
dapat diuji berdasarkan doelmatigheid dan tidak dapat diuji berdasarkan
wetmatigheid dan rechtmatigheid. Maka Mahkamah Agung tidak memiliki
kewenangan menguji pseudowetgeving atau peraturan kebijakan karena
pseudowetgeving atau peraturan kebijakan tidak termasuk dalam objek
pengujian yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung yaitu peraturan perundang-
undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengujian
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materiil terhadap pseudowetgeving atau peraturan kebijakan merupakan
kewenangan dari Pengadilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Pengadilan
Tata Usaha Negara, karena pseudowetgeving atau peraturan kebijakan
dimaknai sebagai diskresi. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki
kewenangan pengujian terhadap produk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5.2 Saran

Dalam kewenangan penerapan pengujian materiil (judicial review) terhadap
pseudowetgeving atau peraturan kebijakan di Indonesia kerap kali tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan kedudukan dari pseudowetgeving
atau peraturan belum diatur lebih lanjut. Dengan demikian, penulis akan memberikan

beberapa saran, yaitu:

1. Pembentuk perundang-undangan perlu membentuk suatu aturan yang lebih
lanjut mengenai pseudowetgeving atau peraturan kebijakan agar tidak
digunakan sebagai produk yang mendukung kesewenang-wenangan dari
instansi pemerintahan, karena pada faktanya banyak sekali instansi
pemerintahan yang membentuk pseudowetgeving atau peraturan kebijakan.

2. Perlu adanya pedoman atau model dari pseudowetgeving atau peraturan
kebijakan seperti di Belanda dan Amerika Serikat guna menciptakan
keselarasan dari pseudowetgeving atau peraturan kebijakan yang memiliki
banyak model.

3. Diperlukan ketelitian pada tubuh peradilan yang melakukan pengujian materiil
(judicial review) mengenai objek pengujiannya haruslah sesuai dengan yang

telah ditentukan dan diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia.
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